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Abstract 

The aims of this research is to empirically testing the mecanism of subsidy distribution from Governor 

Jakarta to PT Transportasi Jakarta. This research using samples of 36 monthly report related to 

passengers records,  Public Service Obligation (PSO), and ticket revenue of PT Transportasi Jakarta 

with using statistic descriptive method. The total passengers measured by the total of paid-ticket and 

free-ticket sold during each period. Public Service Obligation (PSO) measured by the amount given by 

the Governor Jakarta to PT Transportasi Jakarta, and ticket revenue measured by the total paid-

ticket sold during each period. Empirical result show that the distribution of subsidy affected by the 

total of passengers, production cost, and paid-ticket revenue. Limitation of this research lies on the less 

information obtained related to separation of paid-ticket and free-ticket in transjakarta. This research 

using PT Transportasi Jakarta as one of regional business unit in Jakarta. 

Keywords: Public Service Obligation (PSO), transjakarta, transportation, subsidy 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris bagaimana mekanisme pemberian subsidi oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian adalah 36 laporan terkait jumlah penumpang, Public Service Obligation (PSO), serta 

pendapatan tiket PT Transportasi Jakarta dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Jumlah 

penumpang diukur berdasarkan jumlah tiket berbayar dan tiket gratis penumpang selama periode 

tertentu; Public Service Obligation (PSO) diukur berdasarkan besaran subsidi yang diberikan oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; serta jumlah pendapatan tiket diukur berdasarkan jumlah tiket 

terjual selama periode tertentu. Hasil empiris menunjukkan pemberian subsidi kepada PT 

Transportasi Jakarta dipengaruhi oleh jumlah penumpang, biaya produksi, dan pendapatan tiket 

transjakarta. Keterbatasan penelitian terletak pada kurangnya informasi yang didapatkan terkait 

pemisahan jumlah penumpang berbayar dan gratis pada layanan transjakarta. Penelitian ini 
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menggunakan objek penelitian PT  Transportasi Jakarta sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) di DKI Jakarta. 

Kata Kunci: Transjakarta, Public Service Obligation (PSO), BUMD, pendapatan tiket, subsidi 

1.  Pendahuluan  

Tingkat mobilitas yang tinggi di 

kota padat penduduk seperti DKI 

Jakarta mengharuskan masyarakat 

memilih moda transportasi yang sesuai 

dengan kebutuhan mereka, mengingat 

bahwa kegiatan sehari-hari masyarakat 

DKI Jakarta tidak dapat dipisahkan 

dari ketersediaan transportasi guna 

menunjang fleksibilitas kegiatan 

sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa kegiatan masyarakat sangat 

dipengaruhi oleh adanya ketersediaan 

transportasi umum yang menjadi 

sarana penghubung masyarakat dengan 

lokasi kegiatan sehari-hari. 

Dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2009 pelaksanaan kegiatan 

operasional transportasi umum diatur 

dengan memperhatikan asas-asas lalu 

lintas dimana pada Undang-Undang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(UULLAJ) Bab II Pasal 2 disebutkan 

asas-asas penting dalam 

melaksanakan kegiatan operasional 

transportasi umum diantaranya: 

transparansi; akuntabel; 

berkelanjutan; partisipatif; 

bermanfaat; efektif dan efisien; 

seimbang; terpadu, dan mandiri. 

Berdasarkan peraturan tersebut 

dinyatakan bahwa pelaksanaan 

kegiatan operasional transportasi 

umum harus mengandung asas 

efisien dan efektif. Efisien dan efektif 

dalam hal ini adalah pengertian 

bahwa ketersediaan moda 

transportasi umum harus mampu 

meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas bagi penggunanya, 

mengingat bahwa masyarakat ibukota 

memiliki mobilitas yang tinggi 

sehingga membutuhkan transportasi 

yang efektif  dan efisien. 

PT Transportasi Jakarta 

sebagai salah satu perusahaan 

penyedia layanan transportasi umum 

berbasis Bus Rapid Transit (BRT) di 

DKI Jakarta menjadi moda 

transportasi andalan masyarakat DKI 
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Jakarta sejak awal pendiriannya pada 

tahun 2004. Dengan mengadopsi 

sistem Bus Rapid Transit (BRT) yang 

sebelumnya sukses diterapkan pada 

sistem transportasi di Kolombia, 

Transjakarta sukses menerapkan 

sistem tersebut dan merupakan sistem 

Bus Rapid Transit (BRT) pertama di 

Asia Tenggara dengan jalur lintasan 

sepanjang 208 km. Fakta bahwa 

Transjakarta menjadi moda 

transportasi dengan lintasan 

terpanjang di dunia menunjukkan 

bahwa Transjakarta mampu 

menjangkau seluruh kawasan di DKI 

Jakarta dan terintegrasi dengan moda 

transportasi umum lainnya. Hal 

tersebut menjadikan Transjakarta 

menjadi moda transportasi andalan 

masyarakat DKI Jakarta karena 

dianggap mempermudah masyarakat 

dalam memobilisasi kegiatan sehari-

hari. Pelaksanaan kegiatan 

operasional transjakarta tidak terlepas 

dari peran pemerintah provinsi DKI 

Jakarta yang turut mendukung 

program penggunaan transportasi 

umum dengan diberikannya Public 

service obligation (PSO) yang biasa 

disebut dengan subsidi kepada 

transjakarta sebagai bentuk dukungan 

pemerintah dalam pemberdayaan 

transportasi umum di DKI Jakarta. 

Pemberian subsidi oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

kepada transjakarta tentunya melalui 

beberapa mekanisme dan tahapan 

hingga pada akhirnya disepakati 

adanya pemberian subsidi kepada PT 

Transportasi Jakarta. Pemberian 

subsidi pun dilakukan secara berkala 

yang disesuaikan dengan perhitungan 

biaya produksi transjakarta setiap 

periode. PT Transportasi Jakarta 

selaku  penerima dana subsidi dari 

pemerintah juga harus bisa 

mempertanggung jawabkan 

penggunaan dana subsidi untuk 

kegiatan operasional transjakarta 

sehingga pemberian subsidi dapat 

tepat sasaran, efektif, serta efisien. 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Transportasi 

Nasution (2004:15) 

menjelaskan bahwa transportasi 

adalah proses pengalihan barang 



Accounting Cycle Journal                                  

Vol. 1, No. 1, Februari 2020 

Eka Islamiati Fitriana, Sri Handayani dan Dheny Biantara                                                                111 

Analisis Pemberian Public … 

maupun manusia dari suatu tempat ke 

tempat lainnya. Proses pengalihan 

terdiri dari pemindahan gerakan dari 

suatu tempat dimana suatu kegiatan 

dimulai hingga ke tempat tujuan 

dimana suatu kegiatan pengalihan 

diakhiri. Menurut Kamaluddin 

(2003:3) beberapa faktor yang 

mendukung perpindahan suatu barang 

dan penumpang dari satu tempat ke 

tempat lain meliputi: manusia yang 

membutuhkan; barang yang akan 

diangkut; kendaraan; infrastruktur; 

serta pengelola transportasi. 

Transportasi memiliki peran yang 

krusial dalam peningkatan ekonomi 

dan masyarakat serta pengembangan 

industrial sehingga dengan adanya 

transportasi mengakibatkan adanya 

pemisahan suatu profesi didasarkan 

pada kemampuan yang disesuaikan 

dengan kebudayaan, adat istiadat, 

serta kebudayaan suatu regional akan 

transportasi bergantung kepada 

kegunaan transportasi bagi seseorang 

atau disebut dengan personal place 

utility. 

2.2 Angkutan Umum 

Menurut Warpani (2010) 

angkutan merupakan sebuah alat 

yang digunakan dalam mengalihkan 

manusia ataupun barang dari tempat 

asal ke tempat tujuan. Dengan adanya 

transportasi maka dapat memudahkan 

seseorang atau kelompok 

menjangkau suatu tempat tujuan yang 

dituju melalui proses menggunakan 

sarana angkutan berupa kendaraan. 

Sementara itu angkutan umum 

penumpang diartikan sebagai alat 

angkut penumpang dengan 

menggunakan kendaraan massal yang 

dioperasikan melalui sistem sewa 

ataupun berbayar. Yang termasuk 

kedalam jenis angkutan umum 

diantaranya angkutan kota, kereta api, 

angkutan air, serta angkutan udara. 

Warpani (2010) juga 

memaparkan bahwa angkutan umum 

penumpang bersifat massal sehingga 

biaya angkut dapat dibebankan 

kepada lebih banyak orang atau 

penumpang yang menyebabkan biaya 

per penumpang dapat ditekan 

serendah mungkin. Karena 

merupakan angkutan massal, perlu 
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ada kesamaan diantara para 

penumpang, antara lain kesamaan 

asal dan tujuan. Kesamaan ini dicapai 

dengan cara pengumpulan di terminal 

dan atau tempat perhentian. 

Kesamaan tujuan tidak selalu berarti 

kesamaan maksud.Angkutan umum 

massal atau masstransit memiliki 

trayek dan jadwal keberangkatan 

yang tetap. Pelayanan angkutan 

umum penumpang akan berjalan 

dengan baik apabila tercipta 

keseimbangan antara ketersediaan 

dan permintaan. Oleh karena itu, 

pemerintah perlu turut campur tangan 

dalam hal ini. 

2.3 Subsidi 

Menurut Ilahi (2018) subsidi 

merupakan sebuah pengalokasian 

anggaran yang didistribusikan 

melalui badan usaha atau lembaga 

yang membuat, menjual barang dan 

jasa yang bertujuan memenuhi hajat 

hidup orang banyak sehingga mampu 

mempengaruhi harga jual yang 

cenderung rendah yang dapat 

dijangkau oleh orang banyak. 

Anggaran belanja subsidi terdiri dari 

subsidi energy (subsidi BBM, BBN, 

LPG tabung 3kg, dan LGV serta 

subsidi listrik) dan subsidi non-energi 

(subsidi pangan, subsidi pupuk, 

subsidi benih, subsidi PSO, subsidi 

bunga kredit, serta subsidi pajak). 

2.4 Public Service Obligation  

PT Transportasi Jakarta resmi 

didirikan berdasarkan Peraturan 

Daerah Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Badan Usaha 

Milik Daerah Perseroan Terbatas 

Transjakarta. Ruang Lingkup 

Kegiatan Perseroan meliputi 

pengusahaan, Pengoperasian dan 

perawatan Sarana Sistem BRT, 

pengoperasian dan perawatan Halte, 

dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar 

(SPBB), pembangunan, 

pengoperasian dan perawatan Sistem 

Manajemen Pendukung, 

pengembangan dan pengelolaan 

bisnis atas aset sistem BRT yang 

dioperasikan dan dirawat oleh 

Perseroan, seperti halte, 

danpengembangan dan pengelolaan 

properti dan/atau bisnis atasaset 
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Perseroan. 

Sebelumnya, Pemerintah 

Daerah Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta telah menerbitkan 

Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 

2011 tentang Pembentukan, 

Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pengelola Transjakarta-Busway, 

dalam rangka penyelenggaraan 

angkutan umum busway di 

wilayahProvinsi DKI Jakarta. Sejalan 

dengan perjalanan waktu dan tuntutan 

masyarakat terhadap kinerja sistem 

transportasi masal yang semakin 

tinggi, maka agar kelembagaan 

Transjakarta dapat lebih fleksibel 

dalam memenuhi tuntutan 

masyarakat yang dimaksud, perlu 

dilakukan peningkatan kompetensi 

kelembagaan Transjakarta yang lebih 

dinamis dalam bentuk badan usaha. 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Tingginya minat masyarakat 

untuk menggunakan moda 

transportasi transjakarta sebagai 

transportasi andalan masyarakat 

mengharuskan PT Transportasi 

Jakarta memberikan pelayanan yang 

maksimal yang ditunjukkan dengan 

adanya pembagian jasa transjakarta 

yang menggunakan tiket berbayar dan 

tiket gratis yang disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat. Tingginya 

masyarakat pengguna jasa 

transjakarta baik yang menggunakan 

tiket berbayar maupun tiket gratis 

tentunya akan mempengaruhi 

komponen biaya pada PT 

Transportasi Jakarta. Biaya-biaya 

tersebut selanjutnya akan dihitung 

dan disesuaikan dengan pendapatan 

tiket transjakarta sehingga didapatkan 

nominal laba bersih perusahaan. 

Namun jika pendapatan tiket yang 

didapatkan dari penjualan tiket 

berbayar transjakarta tidak mampu 

menutupi jumlah biaya transjakarta, 

maka Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta akan memberikan Public 

service obligation (PSO) berupa 

subsidi kepada PT Transportasi 

Jakarta yang berguna untuk 

mengurangi selisih kerugian atas 

besarnya komponen biaya pada PT 

Transportasi Jakarta. Berdasarkan 

pemaparan tersebut maka kerangka 
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penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

Hipotesis adalah jawaban 

sementara pada sebuah penelitian 

yang didasarkan pada konsep teori 

dan didukung penelitian yang serupa 

namun belum dilakukan pembuktian 

secara empiris. Hipotesis yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu: 

H : Pemberian subsidi pada 

PT Transportasi Jakarta dipengaruhi 

oleh pendapatan transjakarta yang 

lebih rendah daripada biaya produksi 

transjakarta serta Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) yang harus dipenuhi 

oleh PT. Transportasi Jakarta. 

3. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini, metode 

penelitian yang dipergunakan yaitu 

metode analisa statistik deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan data sekunder terkait 

Public Service Obligation (PSO), 

perhitungan biaya, serta perhitungan 

pendapatan tiket di PT Transportasi 

Jakarta. Metode analisa statistik 

deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif merupakan metode yang 
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bertujuan untuk menguji data yang 

telah diperoleh dengan metode 

deskripsi untuk kemudian 

memberikan penjabaran pada objek 

yang diteliti dengan menggunakan 

sampel data serta dilakukan analisa 

yang selanjutnya akan membentuk 

kesimpulan secara umum untuk 

menjawab hipotesis penelitian. 

Penggunaan metode ini 

dianggap sesuai karena penelitian ini 

ditujukan untuk memberikan 

gambaran secara jelas hubungan 

antar variabel Public Service 

Obligation (PSO) yang memiliki 

keterkaitan dengan jumlah 

pendapatan tiket dan jumlah biaya di 

PT Transportasi Jakarta. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan 

kualitatif karena data-data yang 

diperoleh dari penelitian ini berupa 

data kualitatif dimana data yang 

diperoleh sudah berupa data yang 

siap dilakukan analisis tanpa perlu 

dilakukan pengolahan data terlebih 

dahulu. Penelitian ini menggunakan 

data yang sesuai dengan 

permasalahan yang dibahas serta 

disesuaikan pada tujuan penelitian 

untuk selanjutnya data tersebut 

dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan 

diproses sesuai dengan teori yang 

relevan sehingga dihasilkan suatu 

output. 

4. Analisis dan Pembahasan 

4.1 Gambaran Umum Sampel 

Penelitian 

Penelitian ini mempergunakan 

objek penelitian PT Transportasi 

Jakarta dengan laporan tahunan terkait 

Public Service Obligation (PSO), 

laporan jumlah pendapatan tiket, serta 

perincian biaya produksi sebagai 

populasi penelitian. Sampel pada 

penelitian ini diperoleh dengan cara 

mendapatkan data sekunder berupa 

laporan Public Service Obligation 

(PSO), laporan jumlah pendapatan 

tiket, serta perincian biaya produksi di 

PT Transportasi Jakarta tahun 2015 

hingga 2017 yang diperoleh dengan 

cara mengumpulkan data laporan 

keuangan yang siap dilakukan analisa. 

Objek penelitian PT Transportasi 

Jakarta memiliki kantor yang 

beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo No. 1 

Kel. Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta 



Accounting Cycle Journal                                  

Vol. 1, No. 1, Februari 2020 

Eka Islamiati Fitriana, Sri Handayani dan Dheny Biantara                                                                116 

Analisis Pemberian Public … 

Timur yang menjadi lokasi 

pengambilan sampel penelitian untuk 

selanjutnya data–data tersebut diolah 

secara statistik. Proses penghimpunan 

data dilaksanakan kurang lebih selama 

dua (2) minggu terhitung sejak tanggal 

3 November 2017 hingga 13 

November 2017. Adapun rangkuman 

data yang sudah diperoleh diantaranya: 

 

Tabel 1 

Laporan Penumpang Tahun 2015-2017 

Sumber: Laporan Tahunan PT Transportasi Jakarta (2015-2017) 

Dari data yang disajikan dalam 

tabel 1, penumpang PT Transportasi 

Jakarta dinyatakan dalam satuan 

individu yang menunjukkan 

banyaknya jumlah penumpang yang 

menggunakan layanan transportasi 

umum transjakarta.Penumpang 

transjakarta dibedakan menjadi 

beberapa jenis sesuai dengan layanan 

transjakarta yang digunakan oleh 

penumpang.Jenis penumpang 

dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu 

penumpang berbayar yang dihitung 

dari penumpang yang menggunakan 

jasa transjakarta koridor 1-15. 

Sedangkan jenis penumpang gratis 

dihitung berdasarkan penumpang yang 

menggunakan jasa transjakarta seperti 

bus wisata Jakarta, feeder busway 

rusunawa, dan lain – lain. 



Accounting Cycle Journal                                  

Vol. 1, No. 1, Februari 2020 

Eka Islamiati Fitriana, Sri Handayani dan Dheny Biantara                                                                117 

Analisis Pemberian Public … 

 

 

Tabel 2 

Laporan Tahunan Pendapatan Tiket tahun 2015-2017 

Sumber: Laporan Tahunan PT Transportasi Jakarta (2015-2017)

Dari data pendapatan tiket yang 

disajikan dalam tabel 2 diatas, 

pendapatan tiket PT Transportasi 

Jakarta dinyatakan dalam nominal 

rupiah yang menunjukkan besaran 

pendapatan tiket yang diperoleh PT 

Transportasi Jakarta selama tahun 

terkait.Pendapatan tiket PT 

Transportasi Jakarta dihitung dengan 

mengukur produktivitas transjakarta 

selama beroperasi serta banyaknya 

volume penumpang selama periode 

terkait.
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Tabel 3 

Laporan Public Service Obligation (PSO) tahun 2015-2017 

 

Sumber: Laporan Tahunan PT Transportasi Jakarta (2015-2017)

Dari data Public Service 

Obligation (PSO) yang disajikan 

dalam tabel 3 diatas, Public Service 

Obligation (PSO) dinyatakan dalam 

nominal rupiah yang menunjukkan 

besaran subsidi yang diperoleh PT 

Transportasi Jakarta selama tahun 

terkait yang bersumber dari 

pemberian subsidi oleh Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta. Pemberian 

subsidi oleh Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta kepada PT Transportasi 

Jakarta dilakukan menjadi 2 (dua) 

tahap yaitu pembayaran pada 

semester 1 dan pembayaran pada 

triwulan 3. Kedua pembayaran 

tersebut dijumlahkan untuk 

mendapatkan jumlah subsidi selama 

1 (satu) tahun. Asumsi penetapan 

danasubsidi bulan Januari hingga 

Desember pada penelitian ini 

didasarkan pada persentase jumlah 

penumpang setiap bulannya. Hal 

tersebut disebabkan karena 

pemberian dana subsidi dari 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
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kepada PT Transportasi Jakarta 

diberikan dalam rangka subsidi 

harga tiket perjalanan sehingga 

penumpang transjakarta dapat 

menikmati fasilitas transjakarta 

dengan harga yang terjangkau. 

4.2 Statistik Deskriptif 

Analisa statistik deskriptif 

merupakan analisa yang dilakukan 

dalam menggambarkan rangkuman 

data-data penelitian seperti rata rata 

(mean), standar deviasi, varian, modus, 

dan lain sebagainya (Priyatno, 2011). 

Tabel 4 

Statistik Deskriptif 

 

 
Variabel 

Penumpang 
transjakarta 

Pendapatan 
transjakarta 

Public Service 
Obligation (PSO) 

N 36 36 36 

Minimum 7,484,799 24,834,354,500 27,023,805,210 

Maksimum 13,395,980 40,734,614,500 115,337,609,400 

Rata-rata 10,085,461 32,198,027,730 66,216,284,330 

  Std. Deviasi 1,722,481 4,710,261,833,000 30,637,600,550,000 

Sumber: diolah oleh penulis 

Didasarkan pada hasil 

pengolahan statistik dari tabel 4 

diatas dengan demikian bisa 

disimpulkan bahwa jumlah sampel 

sebesar 24 data berasal dari sampel 

jumlah penumpang transjakarta, 

Public Service Obligation (PSO), 

serta jumlah pendapatan tiket 

transjakarta periode 2015 hingga 

2017.  

Berdasarkan tabel 4 diatas bisa 

disimpulkan bahwa jumlah penumpang 

transjakarta mempunyai angka 

terendah senilai 7.484.799 dan nilai 

tertinggi penumpang transjakarta 

sebesar 13.395.980. Penyebaran data 

untuk jumlah penumpang sangat luas 

(bervariasi) dan cenderung heterogen 

yang ditunjukkan dengan nilai standar 

deviasi sebesar 1.722.481, 05 (>α = 

0.05). 

Berdasarkan tabel 4 diatas bisa 

disimpulkan bahwa jumlah pendapatan 

tiket mempunyai angka terendah 

senilai Rp24.834.354.500 dan nilai 

tertinggi sebesar Rp40.734.614.500 
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Penyebaran data untuk pendapatan 

tiket transjakarta sangat luas 

(bervariasi) dan cenderung heterogen 

yang ditunjukkan dengan nilai standar 

deviasi sebesar 4.710.261.833(>α = 

0.05). 

Berdasarkan tabel 4 diatas bisa 

disimpulkan bahwa Public Service 

Obligationmempunyai angka terendah 

senilai Rp27.023.805.210 dan nilai 

tertinggi sebesar Rp115.337.609.400. 

Penyebaran data untuk PSO sangat 

luas (bervariasi) dan cenderung 

heterogen yang ditunjukkan dengan 

nilai standar deviasi sebesar 

30.637.600.550 (>α = 0.05). 

4.3 Hasil Analisa PSO 

Public Service Obligation 

(PSO) atau yang biasa disebut dengan 

subsidi merupakan pengalokasian 

anggaran yang diberikan Pemerintah 

Daerah kepada PT Transportasi 

Jakarta.Nominal subsidi yang 

diberikan oleh Pemerintah kepada PT 

Transportasi Jakarta dihitung 

berdasarkan selisih antara biaya 

produksi dan pendapatan yang 

bertujuan untuk melaksanakan 

kewajiban pelayanan publik.Biaya 

produksi didapatkan dari perhitungan 

biaya yang terjadi di perusahaan yang 

terdiri dari biaya operasional langsung, 

biaya operasional tidak langsung, biaya 

umum, biaya bunga, dan target laba 

perusahaan.Sedangkan pendapatan 

merupakan pemasukan perusahaan 

yang bersumber dari penjualan tiket 

kepada penumpang transjakarta 

dengan tarif perjalanan yang telah 

ditentukan. 

Mekanisme pemberian subsidi 

pada PT Transportasi Jakarta 

dijelaskan sebagai berikut: 
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Gambar 2 

Mekanisme Pemberian Subsidi pada PT Transportasi Jakarta Periode Jan-jun 

Sumber: skema diolah oleh penulis 

 

Gambar 3 

Mekanisme Pemberian Subsidi pada PT Transportasi Jakarta Periode Jul-Des 

Sumber: skema diolah oleh penulis 

Berdasarkan skema diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa 

mekanisme pemberian subsidi terbagi 

menjadi dua cara yaitu reimbursement 

dan advanced payment. Metode 

reimbursement adalah metode 

pembayaran dimana dana subsidi yang 

diberikan dibayar pada akhir periode 

sehingga dapat diketahui besaran biaya 

yang sudah terjadi pada periode 
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tersebut untuk selanjutnya biaya 

tersebut digunakan sebagai dasar 

pemberian subsidi. Sedangkan metode 

advanced payment adalahmetode 

pembayaran yang dilakukan di awal 

sebelum realisasi biaya dapat 

diketahui. Metode ini menggunakan 

estimasi biaya yang akan terjadi pada 

suatu periode untuk selanjutnya 

estimasi biaya tersebut dijadikan dasar 

pemberian subsidi pada PT 

Transportasi Jakarta. Perhitungan 

subsidi kepada PT Transportasi Jakarta 

dijelaskan dengan data sebagai berikut: 

Tabel 5 

Pemberian subsidi periode 2015-2017 

 

Periode Subsidi 

2015 479.445.197.847 

2016 904.644.636.862 

2017 1.244.643.047.556 

Sumber: Laporan Tahunan PT Transportasi Jakarta 

 

Grafik 1 

Pemberian subsidi transjakarta tahun 2015-2017 

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan grafik 1 diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa 

pemberian subsidi dari Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta kepada PT 

Transportasi Jakarta mengalami 

perubahan yang fluktuatif setiap 

bulannya yang dibuktikan dengan 

bentuk garis lurus yang berbeda-beda. 
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Pemberian subsidi yang fluktuatif 

disebabkan karena adanya perbedaan 

pada perhitungan biaya produksi dan 

pendapatan tiket yang dijadikan 

sebagai parameter dalam perhitungan 

nominal subsidi kepada PT 

Transportasi Jakarta. Ketika biaya 

produksi meningkat dan pendapatan 

tiket menurun maka nominal subsidi 

akan mengalami peningkatan 

dikarenakan perhitungan subsidi 

didasarkan pada selisih antara biaya 

produksi dan pendapatan tiket. Jika 

pendapatan tiket pada PT Transportasi 

Jakarta tidak mampu menutupi biaya 

produksi selama satu periode, maka 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan 

memberikan subsidi senilai selisih 

antara pendapatan tiket dan biaya 

produksi. Sebaliknya ketika biaya 

produksi menurun dan pendapatan 

tiket mengalami kenaikan maka 

nominal subsidi akan mengalami 

penurunan. Jika pendapatan tiket pada 

PT Transportasi Jakarta mampu 

menutupi biaya produksi selama satu 

periode, maka Pemerintah Provinsi 

tidak memberikan subsidi dikarenakan 

PT Transportasi Jakarta dianggap 

memiliki kecukupan secara finansial. 

Sebaliknya jika pendapatan tiket 

mengalami kenaikan namun tidak 

mampu menutupi biaya produksi 

selama satu periode maka Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta akan 

memberikan subsidi kepada PT 

Transportasi Jakarta. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa besar 

kecilnya nominal pemberian subsidi 

dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

kepada PT Transportasi Jakarta 

dipengaruhi oleh tingkat biaya 

produksi dan tingkat pendapatan tiket 

selama periode tertentu. Hubungan 

antara biaya produksi dan subsidi 

dijelaskan dengan data sebagai berikut: 
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Tabel 6 

Biaya Produksi dan Subsidi periode 2015-2017 

 

 

 

 

*dalam ribuan 

Sumber: Laporan Tahunan PT Transportasi Jakarta 

 

Grafik 2 

Biaya Produksi dan Subsidi transjakarta tahun 2015-2017 

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan grafik 2 diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa biaya 

produksi mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan yang ditunjukkan 

dengan bentuk garis yang cenderung 

lurus keatas. Adanya peningkatan 

biaya produksi pada PT Transportasi 

Jakarta dapat mempengaruhi 

peningkatan subsidi yang akan 

diberikan kepada PT Transportasi 

Jakarta. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan adanya persamaan garis pada 

biaya produksi dan subsidi yang 

bersifat linear pada grafik 4.7 yang 

artinya ketika biaya produksi 

mengalami peningkatan maka subsidi 

juga akan mengalami peningkatan. Hal 

tersebut dikarenakan salah satu tolak 

ukur penentuan pemberian subsidi 

adalah biaya produksi transjakarta.  

Ketika biaya produksi meningkat maka 

Periode Biaya Produksi* Subsidi* 

2015 116.636.397 479.445.198 

2016 804.342.083 904.644.637 

2017 1.484.866.658 1.244.643.048 
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kewajiban PT Transportasi Jakarta 

untuk membayar biaya tersebut juga 

akan meningkat. Jika peningkatan 

biaya produksi tidak diiringi dengan 

peningkatan pendapatan tiket maka hal 

tersebut akan menyebabkan nominal 

subsidi akan meningkat guna menutupi 

selisih biaya yang tidak mampu 

dibayarkan oleh PT Transportasi 

Jakarta. 

Sebaliknya jika biaya produksi 

menurun maka kewajiban PT 

Transportasi Jakarta untuk membayar 

biaya produksi juga akan menurun. 

Jika penurunan biaya produksi diiringi 

dengan peningkatan pendapatan tiket 

maka hal tersebut akan menyebabkan 

nominal subsidi mengalami penurunan 

bahkan tidak ada pemberian subsidi. 

Kondisi tersebut terjadi jika 

pendapatan tiket transjakarta lebih 

besar dari biaya produksi transjakarta 

sehingga masih terdapat sisa saldo 

lebih pendapatan tiket. Dengan 

demikian maka dapat disimpulkan 

bahwa perubahan pada biaya produksi 

dapat mempengaruhi perubahan pada 

jumlah subsidi yang akan diberikan 

kepada PT Transportasi Jakarta. 

Hubungan antara pendapatan 

tiket dan subsidi akan dijelaskan 

dengan data sebagai berikut: 

Tabel 7 

Pendapatan Tiket dan Subsidi periode 2015-2017 

 

Periode Pendapatan tiket Subsidi 

2015 332.751.720.790 479.445.197.847 

2016 380.949.654.906 904.644.636.862 

2017 445.427.622.500 1.244.643.047.556 

*dalam ribuan 

Sumber: Laporan Tahunan PT Transportasi Jakarta 
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Grafik 3 

Pendapatan Tiket dan Subsidi transjakarta tahun 2015-2017 

Sumber: diolah oleh penulis 

 

Berdasarkan grafik 3 diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan tiket memiliki kenaikan 

yang kurang signifikan yang 

ditunjukkan dengan bentuk garis yang 

cenderung lurus. Adanya perubahan 

pada pendapatan tiket dapat 

mempengaruhi jumlah subsidi yang 

akan diberikan kepada PT Transportasi 

Jakarta. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan adanya persamaan pada garis 

subsidi dan garis pendapatan tiket pada 

grafik 4.8 yang bersifat linear yang 

artinya ketika pendapatan tiket 

meningkat maka hal tersebut bisa 

berpengaruh terhadap peningkatan 

subsidi pada PT Transportasi 

Jakarta.Hal tersebut dikarenakan salah 

satu tolak ukur penentuan pemberian 

subsidi kepada PT Transportasi Jakarta 

adalah pendapatan tiket.Ketika 

pendapatan tiket meningkat maka 

kemampuan PT Transportasi Jakarta 

dalam hal penjualan dianggap 

mengalami peningkatan. Jika 

peningkatan pendapatan tiket tidak 

diiringi dengan peningkatan pada 

biaya produksi maka hal tersebut akan 

menyebabkan nominal subsidi 

mengalami penurunan bahkan tidak 

ada pemberian subsidi. Hal tersebut 

dikarenakan pemberian subsidi 
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didasarkan pada selisih antara biaya 

produksi dan pendapatan tiket 

transjakarta. Jika masih terdapat sisa 

saldo lebih pada pendapatan setelah 

dikurangi dengan biaya produksi maka 

PT Transportasi Jakarta dianggap 

memiliki kecukupan secara finansial 

sehingga pemberian subsidi dari 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

kepada PT Transportasi Jakarta tidak 

perlu dilakukan. 

Sebaliknya jika pendapatan 

tiket menurun maka kemampuan PT 

Transportasi Jakarta dalam hal 

penjualan dianggap mengalami 

penurunan. Jika penurunan pendapatan 

tiket diiringi dengan peningkatan biaya 

produksi maka hal tersebut akan 

menyebabkan nominal subsidi 

mengalami peningkatan. Kondisi 

tersebut terjadi jika pendapatan tiket 

lebih kecil daripada biaya produksi 

sehingga PT Transportasi Jakarta tidak 

mampu membayar biaya produksi pada 

periode tersebut dan diperlukan 

bantuan berupa subsidi untuk 

membantu PT Transportasi Jakarta 

melunasi biaya produksi pada suatu 

periode. Dengan demikian maka dapat 

disimpulkan bahwa perubahan pada 

pendapatan tiket dapat mempengaruhi 

perubahan pada jumlah subsidi yang 

akan diberikan oleh Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta kepada PT 

Transportasi Jakarta. 

Selain pendapatan tiket dan 

jumlah penumpang yang mampu 

mempengaruhi besaran subsidi yang 

diterima oleh PT. Transportasi Jakarta, 

pemberian subsidi juga dipengaruhi 

oleh faktor lain yaitu Standar 

Pelayanan Minimal (SPM).  

4.3 Standar Pelayanan Minimal  

Peraturan Gubernur Provinsi 

DKI Jakarta Nomor 35 tahun 2014 

yang mengatur tentang Standar 

Pelayanan Minimal Unit Pengelola 

Transjakarta- Busway menyatakan 

bahwa yang dimaksud dengan Standar 

Pelayanan Minimal atau SPM adalah 

sebuah ketentuan tentang jenis dan 

mutu pelayanan dasar yang merupakan 

urusan wajib daerah yang berhak 

diperoleh setiap warga secara minimal. 

Standar Pelayanan Minimal pada PT 

Transportasi Jakarta memiliki 
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beberapa indikator yang harus 

dipenuhi yaitu keamanan, keselamatan, 

kenyamanan, keterjangkauan, 

kesetaraan, dan keteraturan. 

 

4.3.1 Keamanan dan Keselamatan 

Tabel 8 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Keamanan dan Keselamatan PT Transportasi Jakarta tahun 

2015 

 

Sumber: Laporan SPM PT Transportasi Jakarta tahun 2015 

Berdasarkan tabel diatas maka 

dapat diketahui bahwa pada Standar 

Pelayanan Minimal bidang keamanan 

dan keselamatan terdapat 6 indikator 

yang tidak terpenuhi oleh PT. 

Transportasi Jakarta dalam 

memberikan pelayanan transportasi 

umum kepada masyarakat. Rata-rata 

ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal lampu penerangan 

sebesar 68.73% dari total 80% 

standar yang ditentukan maka 

ditentukan denda berupa potongan 

pemberian subsidi sebesar 

Rp114.678.265. Rata-rata 

ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal lampu penerangan 

di dalam bus sebesar 13.78% dari 

total 100% standar yang ditentukan, 

maka ditentukan denda berupa 

potongan pemberian subsidi sebesar 

Rp22.972.922. Rata-rata 
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ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal uji kelaikan 

kendaraan sebesar 14.35% dari total 

100% standar yang ditentukan, maka 

ditentukan denda berupa potongan 

pemberian subsidi sebesar 

Rp119.613.050. 

Rata-rata ketidaktercapaian 

PT. Transportasi Jakarta dalam hal 

ketersediaan informasi tanggap 

darurat dalam bus sebesar 14% dari 

total 100% standar yang telah 

ditentukan, maka ditentukan denda 

berupa potongan pemberian subsidi 

sebesar Rp5.839.265. Rata-rata 

ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal fasilitas pegangan 

penumpang berdiri sebesar 15.23% 

dari total 100% standar yang telah 

ditentukan, maka ditentukan denda 

berupa potongan pemberian subsidi 

sebesar Rp25.406.892. Rata-rata 

ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal ketersediaan 

perlengkapan lalu lintas sebesar 

100% dari total 100% standar yang 

ditentukan, maka ditentukan denda 

berupa potongan pemberian subsidi 

sebesar Rp166.836.129. Dengan 

demikian maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat 6 komponen yang 

tidak dipenuhi oleh PT. Transportasi 

Jakarta pada bidang keamanan dan 

keselamatan dengan total potongan 

subsidi senilai Rp455.346.523. 
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Tabel 9 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kenyamanan, Keterjangkauan, dan Kesetaraan PT 

Transportasi Jakarta Tahun 2016 

Sumber: Laporan SPM PT Transportasi Jakarta tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel diatas maka 

dapat diketahui bahwa pada Standar 

Pelayanan Minimal bidang keamanan 

dan keselamatan terdapat 11 indikator 

yang tidak terpenuhi oleh PT. 

Transportasi Jakarta dalam 

memberikan pelayanan transportasi 

umum kepada masyarakat. Rata-rata 

ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal lampu penerangan 

sebesar -2% dari total 80% standar 

yang ditentukan maka ditentukan 

denda berupa potongan pemberian 

subsidi sebesar (Rp922.872). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa 

ketercapaian SPM PT. Transportasi 

Jakarta akan lampu penerangan 

melebihi standar yang ditentukan 

yang ditunjukkan dengan adanya 

ketercapaian SPM sebesar 86% lebih 

besar dari standar yang ditentukan 

senilai 80%. Rata-rata 

ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal info gangguan 

keamanan sebesar 10% dari total 

100% standar yang ditentukan, maka 

ditentukan denda berupa potongan 

pemberian subsidi sebesar 

Rp30.333.842. 

Rata-rata ketidaktercapaian 
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PT. Transportasi Jakarta dalam hal 

ketersediaan identitas kendaraan 

sebesar 7% dari total 100% standar 

yang ditentukan, maka ditentukan 

denda berupa potongan pemberian 

subsidi sebesar Rp17.325.290. Rata-

rata ketidaktercapaian PT. 

Transportasi Jakarta dalam hal 

ketersediaan tanda pengenal 

pengemudi sebesar 37.50% dari total 

100% standar yang ditentukan, maka 

ditentukan denda berupa potongan 

pemberian subsidi sebesar 

Rp93.496.060. Rata-rata 

ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal ketersediaan lampu 

penerangan didalam bus sebesar 3.5% 

dari total 100% standar yang 

ditentukan, maka ditentukan denda 

berupa potongan pemberian subsidi 

sebesar Rp2.754.434. Rata-rata 

ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal ketersediaan 

peralatan keselamatan di dalam bus 

sebesar 9.5% dari total 100% standar 

yang ditentukan, maka ditentukan 

denda berupa potongan pemberian 

subsidi sebesar Rp15.880.292. Rata-

rata ketidaktercapaian PT. 

Transportasi Jakarta dalam hal 

ketersediaan fasilitas kesehatan di 

dalam bus sebesar 33.50% dari total 

100% standar yang ditentukan, maka 

ditentukan denda berupa potongan 

pemberian subsidi sebesar 

Rp27.639.837. 

Rata-rata ketidaktercapaian 

PT. Transportasi Jakarta dalam hal 

ketersediaan informasi tanggap 

darurat sebesar 25.50% dari total 

100% standar yang ditentukan, maka 

ditentukan denda berupa potongan 

pemberian subsidi sebesar 

Rp21.345.366. Rata-rata ketidak 

tercapaian PT. Transportasi Jakarta 

dalam hal pegangan penumpang 

berdiri sebesar 2.5% dari total 100% 

standar  yang ditentukan, maka 

ditentukan denda berupa potongan 

pemberian subsidi sebesar 

Rp2.154.690. Rata-rata 

ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal perlengkapan lalu 

lintas sebesar 43.50% dari total 100% 

standar yang ditentukan, maka 

ditentukan denda berupa potongan 
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pemberian subsidi sebesar 

Rp36.292.275. Dengan demikian 

maka dapat disimpulkan bahwa 11 

standar yang tidak dapat dipenuhi 

oleh PT Transportasi Jakarta dalam 

memenuhi Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) yang telah ditentukan 

oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

dimana standar keselamatan mobil 

bus merupakan standar yang paling 

tidak terpenuhi. Dengan tidak 

terpenuhinya SPM pada bidang 

keamanan dan keselamatan maka 

total potongan pemberian subsidi 

kepada PT. Transportasi Jakarta 

senilai Rp245.944.890. 

 

4.3.2 Kenyamanan, Keterjangkauan dan Kesetaraan 

Tabel 10 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kenyamanan, Keterjangkauan, dan Kesetaraan PT 

Transportasi Jakarta Tahun 2015 

 

Sumber: Laporan SPM PT Transportasi Jakarta tahun 2015 

Berdasarkan tabel diatas maka 

dapat diketahui bahwa pada Standar 

Pelayanan Minimal bidang 

kenyamanan, keterjangkauan, dan 

kesetaraan terdapat 8 indikator yang 

tidak terpenuhi oleh PT. Transportasi 

Jakarta dalam memberikan pelayanan 

transportasi umum kepada 

masyarakat. Rata-rata 

ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal lampu penerangan 

yang harus sesuai standar sebesar 

68.98% dari total 100% standar yang 

telah ditentukan, maka ditentukan 
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denda berupa potongan pemberian 

subsidi sebesar Rp115.095.355. Rata-

rata ketidaktercapaian PT. 

Transportasi Jakarta dalam hal lampu 

penerangan di dalam bus sebesar 

13.78% dari total 100% standar yang 

ditentukan, maka ditentukan denda 

berupa potongan pemberian subsidi 

sebesar Rp91.891.689. Rata-rata 

ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal kapasitas angkut 

sebesar 2.3% dari total 100% standar 

yang ditentukan, maka ditentukan 

denda berupa potongan pemberian 

subsidi sebesar Rp7.646.656. Rata-

rata ketidaktercapaian PT. 

Transportasi Jakarta dalam hal 

ketersediaan fasilitas kebersihan di 

dalam bus sebesar 0.5% dari total 

100% standar yang ditentukan, maka 

ditentukan denda berupa potongan 

pemberian subsidi sebesar 

Rp3.336.723. 

Rata-rata ketidaktercapaian PT. 

Transportasi Jakarta dalam hal luas 

lantai bus transjakarta sebesar 4.6% 

dari total 100% standar yang 

ditentukan, maka ditentukan denda 

berupa potongan pemberian subsidi 

sebesar Rp7.646.656. Rata- rata 

ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal akses perpindahan 

penumpang sebesar 80% dari total 

80% standar yang ditentukan, maka 

ditentukan denda berupa potongan 

pemberian subsidi sebesar 

Rp1.334.689.033. Rata-rata 

ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal ketersediaan ruang 

kursi roda sebesar 26.13% dari total 

90% standar yang ditentukan, maka 

ditentukan denda berupa potongan 

pemberian subsidi sebesar 

Rp87.152.238. Rata-rata 

ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal kemiringan lantai 

dan tekstur khusus menuju halte 

sebesar 18.2% dari total 90% standar  

yang ditentukan, maka ditentukan 

denda berupa potongan pemberian 

subsidi sebesar Rp182.426.678. 

Dengan demikian maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 8 

komponen yang tidak dipenuhi oleh 

PT. Transportasi Jakarta pada bidang 

kenyamanan, keterjangkauan, dan 
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kesetaraan dengan total potongan subsidi senilai Rp1.829.885.028. 

 

Tabel 11 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kenyamanan, Keterjangkauan, dan Kesetaraan PT 

Transportasi Jakarta Tahun 2016 

 

Sumber: Laporan SPM PT Transportasi Jakarta tahun 2016 

Berdasarkan tabel diatas maka 

dapat diketahui bahwa pada Standar 

Pelayanan Minimal bidang 

kenyamanan, keterjangkauan, dan 

kesetaraan terdapat 5 indikator yang 

tidak terpenuhi oleh PT. Transportasi 

Jakarta dalam memberikan pelayanan 

transportasi umum kepada 

masyarakat. Rata-rata 

ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal lampu penerangan 

sesuai standar sebesar -1% dari total 

80% standar yang ditentukan, maka 

ditentukan denda berupa potongan 

pemberian subsidi sebesar 

(Rp922.872). Rata-rata 

ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal lampu penerangan 

di dalam bus sebesar 3.5% dari total 

100% standar yang ditentukan, maka 

ditentukan denda berupa potongan 

pemberian subsidi sebesar 

Rp11.017.738. Rata-rata 

ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal ketersediaan 

fasilitas kebersihan di dalam bus 

sebesar 22.5% dari total 100% 

standar yang ditentukan, maka 

ditentukan denda berupa potongan 

pemberian subsidi sebesar 

Rp74.963.383. 

Rata-rata ketidaktercapaian 
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PT. Transportasi Jakarta dalam hal 

ketersediaan akses perpindahan 

penumpang sebesar 23% dari total 

80% standar yang ditentukan, maka 

ditentukan denda berupa potongan 

pemberian subsidi sebesar 

Rp160.669.862. Rata-rata 

ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal ruang kursi roda di 

dalam bus sebesar 8.5% dari total 

90% standar yang ditentukan, maka 

ditentukan denda berupa potongan 

pemberian subsidi sebesar 

Rp14.402.635. Dengan demikian 

maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat 5 standar yang tidak mampu 

dipenuhi oleh PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal memenuhi Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) dengan 

indikator kenyamanan mobil bus 

sebagai standar yang paling tidak 

terpenuhi. Tidak terpenuhinya SPM 

pada bidang kenyamanan, 

keterjangkauan, dan kesetaraan 

mengakibatkan adanya pemotongan 

pemberian subsidi senilai Rp 

291.053.618. 

4.3.3 Keteraturan 

Tabel 12 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Keteraturan PT Transportasi Jakarta Tahun 2015 

 

Sumber: Laporan SPM PT Transportasi Jakarta tahun 2015 

Berdasarkan tabel diatas maka 

dapat diketahui bahwa pada Standar 

Pelayanan Minimal bidang 

keteraturan terdapat 5 indikator yang 
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tidak terpenuhi oleh PT. Transportasi 

Jakarta dalam memberikan pelayanan 

transportasi umum kepada 

masyarakat. Rata-rata 

ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal kecepatan 

perjalanan sebesar 18.1% dari total 

100% standar yang telah ditentukan, 

maka ditentukan denda berupa 

potongan pemberian subsidi sebesar 

Rp36.136.706. Rata-rata 

ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal penyampaian 

informasi kedatangan bus sebesar 

80% dari total 80% standar yang 

ditentukan, maka ditentukan denda 

berupa potongan pemberian subsidi 

sebesar Rp133.468.903. Rata-rata 

ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal ketepatan jadwal 

kendaraan sebesar 80% dari total 80% 

standar yang ditentukan, maka 

ditentukan denda berupa potongan 

pemberian subsidi sebesar 

Rp133.468.903. Dengan demikian 

maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat 4 komponen yang tidak 

dipenuhi oleh PT. Transportasi 

Jakarta pada bidang keteraturan 

dengan total potongan subsidi senilai 

Rp303.074.512. 

Tabel 13 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Keteraturan PT Transportasi Jakarta Tahun 2016 

 

Sumber: Laporan SPM PT Transportasi Jakarta tahun 2016 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pada Standar 
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Pelayanan Minimal bidang 

keteraturan terdapat 4 indikator yang 

tidak terpenuhi oleh PT. Transportasi 

Jakarta dalam memberikan pelayanan 

transportasi umum kepada 

masyarakat. Rata-rata 

ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal kecepatan 

perjalanan sebesar 49% dari total 

100% standar yang ditentukan, maka 

ditentukan denda berupa potongan 

pemberian subsidi sebesar 

Rp48.938.597. Rata-rata 

ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal informasi waktu 

kedatangan sebesar 57.5% dari total 

80% standar yang ditentukan, maka 

ditentukan denda berupa potongan 

pemberian subsidi sebesar 

Rp47.966.829. Rata-rata 

ketidaktercapaian PT. Transportasi 

Jakarta dalam hal ketepatan dan 

kepastian jadwal kedatangan sebesar 

33.5% dari total 80% standar yang 

ditentukan, maka ditentukan denda 

berupa potongan pemberian subsidi 

sebesar Rp27.958.537. 

Dengan demikian maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 4 standar 

yang tidak bisa dipenuhi oleh PT. 

Transportasi Jakarta dalam 

memenuhi Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) dengan indikator 

kecepatan perjalanan sebagai standar 

yang paling tidak terpenuhi. Tidak 

terpenuhinya SPM pada bidang 

keteraturan mengakibatkan adanya 

pemotongan pemberian subsidi 

senilai Rp28.900.305. Tidak 

terpenuhinya standar yang terdapat 

pada Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi nominal subsidi yang 

akan didapatkan oleh PT. 

Transportasi Jakarta. Hal tersebut 

dikarenakan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) merupakan sebuah 

acuan yang harus dipenuhi oleh PT. 

Transportasi Jakarta dalam 

melaksanakan kegiatan operasional 

nya sebagai penyedia layanan 

transportasi umum di DKI Jakarta. 

Acuan tersebut hendaknya dapat 

dipenuhi karena berkaitan dengan 

kepentingan orang banyak 

menggunakan transportasi umum. 
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Jika PT. Transportasi Jakarta tidak 

mampu memenuhi semua standar 

yang telah ditetapkan maka dapat 

dikatakan bahwa PT. Transportasi 

Jakarta tidak mampu memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

sehingga hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap pemberian 

subsidi oleh Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta kepada PT. Transportasi 

Jakarta. 

4.4 Pembahasan Hipotesis  

Penelitian ini melakukan 

pengujian hipotesis dengan 

memaparkan keterkaitan antara biaya 

produksi dan pendapatan tiket 

transjakarta dengan Public Service 

Obligation (PSO).Jika jumlah 

pendapatan tiket lebih kecil daripada 

biaya produksi maka pemberian 

subsidi dirasa perlu dilakukan. 

Hipotesis : Pemberian subsidi 

pada PT Transportasi Jakarta 

dipengaruhi oleh pendapatan 

transjakarta yang lebih rendah 

daripada biaya produksi transjakarta 

serta penilaian Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) yang harus dipenuhi 

oleh PT Transportasi Jakarta. 

Hasil pemaparan pada bab ini 

menunjukkan bahwa tingkat 

pemberian subsidi dipengaruhi oleh 

tingkat pendapatan tiket dan biaya 

produksi di PT Transportasi Jakarta. 

Ketika biaya produksi meningkat dan 

pendapatan tiket menurun maka 

pemberian subsidi perlu dilakukan 

untuk menutupi biaya yang tidak 

mampu dibayar oleh PT Transportasi 

Jakarta. Dengan kata lain kondisi 

tersebut disebabkan karena jumlah 

pendapatan tiket lebih rendah 

daripada biaya produksi transjakarta. 

Namun ketika biaya produksi 

menurun dan pendapatan tiket 

meningkat maka pemberian subsidi 

tidak perlu dilakukan dikarenakan PT 

Transportasi Jakarta dianggap 

memiliki kecukupan secara finansial 

dimana pendapatan tiket lebih besar 

daripada biaya produksi. Terdapat 

faktor lain yang mempengaruhi 

tingkat pemberian subsidi pada PT 

Transportasi Jakarta yaitu adanya 

Standar Pelayanan Minimum (SPM). 
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SPM merupakan suatu standar yang 

harus dipenuhi oleh suatu badan 

usaha dalam rangka memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Jika 

PT Transportasi Jakarta telah 

memenuhi Standar Pelayanan 

Minimum (SPM) yang telah 

ditentukan oleh Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta maka pemberian dana 

subsidi dapat diberikan secara utuh 

sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Namun jika terbukti PT 

Transportasi Jakarta tidak memenuhi 

Standar Pelayanan Minimum (SPM) 

yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

maka PT Transportasi Jakarta akan 

dikenakan pinalti berupa 

pengurangan dana subsidi. 

5. Simpulan, Saran dan Penelitian 

Selanjutnya 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bermaksud 

untuk mencari tahu dampak dari 

biaya produksi dan pendapatan tiket 

terhadap Public Service Obligation 

(PSO) pada PT Transportasi Jakarta 

pada periode 2015 hingga 2017. 

Didasarkan pada hasil pengkajian 

dalam penelitian ini, dengan 

demikian maka kesimpulan yang bisa 

diperoleh dari penelitian ini 

diantaranya: 

Terdapat keterkaitan antara 

biaya produksi dan pendapatan tiket 

dengan Public Service Obligation 

(PSO). Hubungan antara ketiga 

variable tersebut adalah ketika biaya 

produksi meningkat dan pendapatan 

tiket menurun maka jumlah subsidi 

akan meningkat. Sebaliknya jika 

biaya produksi menurun dan 

pendapatan tiket meningkat maka 

jumlah subsidi akan menurun. 

Terdapat faktor lain yang 

mempengaruhi jumlah subsidi yang 

diberikan kepada PT. Transportasi 

Jakarta yaitu Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) yang merupakan 

acuan yang harus dipenuhi oleh PT. 

Transportasi Jakarta dalam 

melaksanakan kegiatan 

operasionalnya sebagai penyedia 

layanan transportasi umum bagi 

masyarakat. Jika Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) dapat dipenuhi 
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seluruhnya oleh PT. Transportasi 

Jakarta maka pemberian subsidi akan 

diberikan secara penuh tanpa 

potongan. Sebaliknya jika Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) tidak 

dapat dipenuhi seluruhnya oleh PT. 

Transportasi Jakarta maka pemberian 

subsidi akan diberikan setelah 

dikurangi denda atas 

ketidaktercapaian Standar Pelayanan 

Minimal (SPM). 

5.2 Saran 

Berdasarkan   hasil   

penelitian   dan   kesimpulan   diatas,   

dengan demikian  saran   –  saran   

yang  bisa   diberikan   berkaitan   

dengan biaya produksi dan 

pendapatan tiket terhadap Public 

Service Obligation (PSO) pada PT 

Transportasi Jakarta diantaranya: 

1. Institusi diharapkan mampu 

memaksimalkan penggunaan 

sarana dan prasarana 

transjakarta guna 

meningkatkan minat 

masyarakat untuk 

menggunakan transportasi 

umum khususnya transjakarta 

sesuai dengan program 

pemerintah sehingga jumlah 

penumpang transjakarta akan 

meningkat seiring dengan 

kesadaran untuk beralih 

menggunakan transportasi 

umum. 

2. Perusahaan hendaknya 

mengatur sedemikian rupa 

pencapaian Standar Pelayanan 

Minimum (SPM) guna 

mengurangi adanya pinalti 

yang disebabkan karena 

adanya indicator Standar 

Pelayanan Minimum (SPM) 

yang tidak terpenuhi. 

5.3 Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya dapat 

memperluas variable lainnya yang 

memiliki pengaruh terhadap 

pendapatan tiket PT Transportasi 

Jakarta. Selain itu, dapat 

memperpanjang periode sampel 

sehingga diperoleh hasil penelitian 

yang lebih akurat. Terakhir, dapat 

memperluas jumlah sampel yang 

diteliti dan populasi penelitian bukan 

saja terbatas pada laporan keuangan 
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suatu institusi dan bisa diperluas 

dengan populasi yang lain. 
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